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IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN
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ABSTRAKSI

Administrasi kependudukan sebagai suatu
sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai
bagian dari penyelenggaraan administrasi negara yang
mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan
pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kepen-
dudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap
orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan,
peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya
untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi
kependudukan.

Kata Kunci : Sistem  Informasi  Administrasi

Kependudukan
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan memberikan landasan
hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi
kependudukan yang memuat tentang pengaturan dan
pembentukan sistem yang mencerminkan adanya
reformasi dibidang administrasi kependudukan.

Penyelenggaran administrasi kependudukan ber-
tujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan
kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap
peristiwa yang dialami oleh penduduk, memberikan
perlindungan hak sipil penduduk, mewujudkan tertib
administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
Tujuan lainnya adalah menyediakan data penduduk
yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam
penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan.
Pembangunan dan kemasyarakatan serta menyediakan
data dan informasi kependudukan secara nasional
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mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
pada berbagai tingkat secara akurat, lengkap, mutakhir
dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi pe-
rumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Informasi administrasi kependudukan memiliki
nilai yang strategis bagi penyelenggaran pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kepen-
dudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
Perolehan data dan informasi kependudukan selama
ini masih tergantung pada data hasil sensus dan survey
atau data administrasi yang diperoleh secara periodik
dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data
mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu,
penyaluran dana bantuan sosial, bantuan untuk penduduk
miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan
perencanaan dirasakan masih belum akurat karena
tidak diperoleh dengan cara registrasi.

Kemajuan teknologi yang cepat mendorong
setiap instansi untuk mengikuti perkembangan teknologi
dan terus meningkatkan kemampuannya dalam
mengelola data-data dan informasi yang lebih akurat
dan efisien yang dibutuhkan instansi, untuk itu suatu
instansi membutuhkan suatu sistem informasi untuk
mendukung kebutuhan instansi pemerintahan baik
dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja
instansi pemerintah itu sendiri, maupun dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, bahwa “kebijakan
pengelolaan informasi kependudukan diarahkan untuk
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terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pen-
daftaran penduduk dan pencatatan sipil, penyedian
data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan,
dan penyelenggaran pertukaran data secara tersistem
dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan
publik”. Pengelolan informasi administrasi kependudukan
tersebut dengan menggunakan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sebagian besar masyarakat masih belum
memahami dan mengetahui sistem yang digunakan
dalam administrasi kepedudukan baik sistem yang
menggunakan SIMDUK maupun penyempurnaan dari
sistem tersebut yaitu SIAK yang saat ini telah diterapkan.

Pelaksanaan SIAK di Pemerintah Kota
Banjarmasin tertuangkan dalam Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Implementasi SIAK di Kota Banjarmasin masih
menghadapi permasalahan seperti Nomor Induk
Kependudukan (NIK) yang ganda, pemalsuan identitas
diri dan sering terjadi kesalahan dalam pengentrian
data penduduk dan hilangnya sebagian data-data
penduduk, selain itu juga kurangnya tenaga mengelola
database, kurangnya sarana dan prasarana sehingga
dalam menangani program SIAK tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan
masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui implementasi SIAK di Kota
Banjarmasin dan mengetahui faktor-faktor apa
saja yang menjadi pendorong dan penghambat
implementasi SIAK di Kota Banjarmasin.

Salah satu proses kebijakan publik adalah
implementasi, lazimnya implementasi dipahami
sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk meng-
operasikan sebuah program (Jones, 1991:226).
Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya
adalah “jembatan” yang menghubungkan antara
tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai
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dari suatu kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh
Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991:295) bahwa
implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk
membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam
rangkaian sebab akibat yang menghubungkan
tindakan dengan tujuan.

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya
bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa
faktor. Pandangan Grindle (Wibawa, 1992:26) ada dua
hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam
proses politik dan administrasi yaitu contens of policy
dan contexs of implementation. Adapun dimaksud
contens of policy yaitu kepentingan yang diharapkan
(inter affected), tipe manfaat (type of benefit), derajat
perubahan yang diharapkan (extent of change envisioned),
letak pengambilan keputusdan (Site of decision making),
pelaksanaan program (program implementator) dan
sumber daya yang dilibatkan (resources include).

Komunikasi suatu program hanya dapat di-
laksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana.
Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi,
kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang
disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen
yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi
yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, ke-
wenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau
tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan
komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi
didasarkan pada standard operating prosedure (SOP)
yang mengatur tata aliran pekerjaan dan
pelaksanaan kebijakan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitas pengelolaan
informasi administrasi kependudukan. Pemanfaatan
teknologi informasi tersebut dapat berfungsi untuk
mendukung proses pengambilan keputusan, pelayanan
publik/perencanaan yang berbasis pada sistem informasi.



Al Ulum Vol.54 No.4 Oktober 2012 halaman 1-10

Pelayanan adalah usaha untuk memberikan
kemudahan dalam kebutuhan orang lain, sebagaimana
yang dikatakan Moenir (2005:16) proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung
inilah yang dinamakan pelayanan. Pelayanan kepada
masyarakat merupakan salah satu fungsi utama Pemerintah
Daerah pasca Implementasi Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu Oshorne, et.al. (2006:32) juga menge-
mukakan sepuluh model alternative agar birokrasi
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, yaitu:
1) Pemerintah katalis; 2) Pemerintah milik masyarakat;
3) Pemerintah yang kompetitif; 4) Pemerintah yang
digerakkan oleh misi; 5) Pemerintahan yang berorietasi
hasil; 6) Pemerintahan yang berorientasi pelanggan;
7) Pemerintahan wirausaha; 8) Pemerintahan antisipatif;
9) Pemerintahan desentralisasi; 10) Pemerintahan
berorientasi pasar.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah PNS atau
petugas yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang memahami dan menangani pelaksanaan
program SIAK dan dari pihak responden adalah PNS
yang ada di Kelurahan yaitu Lurah dan Kasi Pelayanan
Umum yang ada di 25 Kantor Kelurahan di kota
Banjarmasin yang berjumlah 50 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara
Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) di Kota Banjarmasin

Proses Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan
alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal
terbatas, serta perubahan status Orang Asing
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tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa
penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan,
pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan
status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa
penting lainnya yang dialami oleh seseorang, kejadian
tersebut harus dilaporkan karena membawa implikasi
perubahan data identitas atau Surat Keterangan
Kependudukan. Setiap Peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah
untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dari implementasi SIAK di Kota
Banjarmasin yakni dilaksanakannya penataan dan
pengelolaan administrasi kependudukan dengan
kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk yang
meliputi pencatatan biodata penduduk, penerbitan
Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda penduduk
dan pendaftaran peristiwa kependudukan.

Kegiatan lainnya adalah pelayanan pencatatan
sipil yang meliputi kegiatan pencatatan kelahiran,
pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, dan
pencatatan kematian serta pencatatan peng-
angkatan anak, pengakuan anak, pengakuan anak
dan pengesahan anak.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komputerisasi untuk me-
nerbitkan dokumen-dokumen seperti KK, KTP dan
akta catatan sipil yang berbasis NIK berstandar nasional.
Berikut ini kegiatan tentang implementasi
kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan
biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan
peristiwa kependudukan dan pendataan pen-
duduk rentan administrasi kependudukan serta
penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu
identitas atau surat keterangan kependudukan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Kependudukan Dispencapil pada tanggal 15
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Desember 2011 jam 14.30 wita mengatakan bahwa
pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran
penduduk telah berjalan dengan baik, hal ini
dilihat dari dipenuhinya persyaratan dan dokumen
pendukung yang dibawa masyarakat. Namun
kadang-kadang masih ada yang tidak membawa
kelengkapan dokumen kependudukan dalam
pendaftaran penduduk dan masih terdapat
kesalahan pengetikan data penduduk.

Hasil analisis terhadap pendapat responden
mengenai pencatatan dan pelaporan perpindahan
dalam satu kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1. Pencatatan dan Pelaporan Perpindahan
penduduk dalam satu kelurahan

N Abomatif jrwaban Tt ahy Prosemtase
1 Sclale @lakounshan socas il AL Yo%
1 Kadeng hadung sajs dibsbosban 2 ~
Y Midak povab dilaksenskan 0 o
Jumbah w 100

Sebagian besar responden menyatakan
pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk
dalam satu kelurahan selalu dilaksanakan terlihat
dari 96% responden yang menyatakan selalu
dilaksanakan secara rutin.

Hasil Pendapat responden terhadap pen-
catatan dan pelaporan perpindahan penduduk antar
kecamatan dalam satu Kota di tingkat kecamatan
adalah :

Tabel 2. Pencatatan dan Pelaporgan Perpindahan
penduduk dalam satu kecamatan.

No Altornatif jrwabam bumlah Prosomtase

1 Sclaln dlaksmskan sccars ratin " KBS

2 Kadang kadang sy dilakoakan & 1%

3 Tidek pernah Slakeanshon 0 [
Iralab 0 100

Menurut Kepala Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil pencatatan dan pelaporan per-
pindahan penduduk antar Kota dalam satu provinsi
atau antar provinsi selalu dilaksanakan secara
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rutin. Hal ini karena sudah merupakan ketentuan
bahwa perpindahan penduduk harus mencantumkan
NIK yang dikeluarkan dengan SIAK.

. Pencatatan Sipil

Merupakan pencatatan peristiwa penting
yang dialami oleh seseorang dalam register pen-
catatan sipil pada Instansi Pelaksana. Pemenuhan
Hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil
masih ditemukan penggolongan penduduk yang
didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang
membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama
sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk
Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan
pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Perda Kota Banjarmasin
Nomor 12 Tahun 2009 biaya pembuatan Akta
ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. Biaya Pembuatan Akta Berdasarkan
Perda Kota Banjarmasin No 12/2009

Ne Akta Kclabimm wni WNA

1 » Kutipan Abts Kelahiran Cientin 75 000,

2 b Katipen Akts Kolabiren hodes Rp M0, Rp 100,000,
et

1 « Salinam Akts Kclabiran p M0, Rp 100 000,

Pencatatan pelaporan kelahiran batas waktu
60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun
sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan
ketentuan mengenai persyaratan pencatatan ke-
lahiran setelah mendapatkan persetujuan Kepala
Instansi Pelaksana. Pencatatan pelaporan kelahiran
batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan
sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan
pencatatan kelahiran setelah mendapatkan
penetapan Pengadilan Negeri.

Pelayanan pencatatan kelahiran terlambat
yaitu pencatatan kelahiran yang melebihi 60 (enam
puluh) dapat dilayani tanpa mendapat persetujuan
Kepala Instansi Pelasana dan kelahiran terlambat
diatas 1 (satu) tahun juga dapat dilayani tanpa ada
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surat penetapan Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan
adanya dispensasi kelahiran terlambat sesuai dengan
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2009 tentang Pelayanan Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran. Pelaksanaan pelayanan
dispensasi tersebut sampai dengan tanggal 31
Desember 2011.

Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan
dengan memenuhi syarat: Surat pengantar RT dan
RW dan Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/
penolong kelahiran. Berdasarkan pencatatan
pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud,
Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi
pelaksana. Lurah berkewajiban mengisi Surat
keterangan Lahir Mati kepada petugas
perekaman data kependudukan di kecamatan.
. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi
Pelaksana tempat terjadinya perkawinan. Pencatatan
perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat
berupa: Surat keterangan telah terjadinya per-
kawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat
perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda-
tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan,
KTP suami isteri, Kutipan Akta Kelahiran suami
isteri; Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
Tabel 4. Jenis dan Persyaratan Pencatatan

Perkawinan di Kota Banjarmasin

L Vo Frcttm oh— Perrean v
\ ] ' ‘

T dta Pl wmn . Svungm MhA wpeiers pebss b Pt Pelns s
peds  peaipede fn pelaves popsts e Shagie
Pyt Kguoypen yoy Stadtugas dbem ool pearisin btps
o T et Vg opim A ) -

o Netpn A KA S
b Papuhygiemm s s Oug Ay

b ] Pt pubahe prhvmn  Lhan pein popiie sepes pebnle Papenn bew o patgn
polavin yap VA gyt Mads e pagiie 1y s Mads

Wy A Dt Abts Plowinn e My ey pebade
JRT——

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya pembuatan Akta Perkawinan ber-
dasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
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Tabel 5. Biaya Pembuatan Akta Perkawinan
Berdasarkan Perda di Kota Banjarmasin
No. 12 tahun 2009.

No  AkzPoizvia L WA
L 2 Pencatztn Pekarwnan
1) D dafam ke Bp 100N Bp 26000
) Diar ke Bp NOON- Bp  2500M-
1 bEtimAlnPobvinm Keduad Bp 100N Bp 25000
stowp
3 ¢ Siinas Alta Peskawinan Bp 1S00M- Bp 25000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data hasil pencatatan KUA atas perkawinan,
disampaikan kepala Instansi Pelaksana untuk direkam
dalam database kependudukan. Data hasil pencatatan
KUA sebagaimana dimaksud tidak dimaksudkan
untuk penerbitan akta perkawinan. Pencatatan
perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan
dilakukan di Instansi Pelaksana. Begitu juga
Pencatatan pembatalan.

. Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian dilakukan dengan tata
cara : pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi
Formulir Pencatatan Perceraian kepada Instansi
Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan
pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan. Pejabat
Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat
pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan
pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut
Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan
Akta Perceraian. Kutipan Akta Perceraian diberikan
kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai,
Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan
hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana
tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Apabila
terjadi pembatalan perceraian juga harus dicatat.
Tabel 6. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian

di Kota Banjarmasin

Mo Jowis Pows staton  Persyaraton Fotrmangm
Puoromvsien
) Pencataton Prroorsian Selmen  putnses  pongadiln oy Pooywsten s ade
teldh memparcdeh kdknstan Mol posctapas  ponpadiles
totap dam Katipun Alts Pod . ooy ok

2 Poscatstes  pombetsin  Selmas putnm il e [ s wda
PercrTem posdstalen peroormisn  yeng Wedeh  pesctepen  porgediles
wwerwerided b stam ok tetag dam  pp memgessvai belnaten

Koanigas Akts Povowalan Bodoow  tetap  towtang

pantotatn patawns

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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e. Pencatatan Kematian

Setiap peristiwa kematian penduduk Kota
Banjarmasin wajib dilaporkan kepada Instansi
Pelaksana untuk di terbitkan Kutipan Akta Kematian.
Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi
Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
Pencatatan kematian dilakukan dengan syarat
berupa: Surat Keterangan Lurah dan/atau
Keterangan kematian dari dokter/paramedik.

Pencatatan pelaporan kematian seseorang
yang hilang atau mati yang ditemukan jenazahnya
dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada
Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.

. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan
Anak dan Pengesahan Anak.
Pencatatan pelaporan pengangkatan anak

dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan
Akta Kelahiran. Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi
KTP pemohon, fotokopi KK pemohon, jenis dan
persyaratan pencatan Pengangkatan Anak, Pengakuan
Anak dan Pengesahan Anak di Kota Banjarmasin
adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jenis dan persyaratan Pencatatan Anak,
Pengangkatan Anak dan Pengesahan
anak di Kota Banjarmasin.

Ne Poscassas Pegeagkans Ak Pervyscetas
Pungphoun Ak dan Pvagsahan
Anad
' Prvgangh atan Amd - Prowtayram yreegimdil am Wty
Prenpen g e ond
b Kntipam Akt Kelabirm
. K1Y pemehon
d Kamrtn Kedomryp pemcbus
@ progeter des 0T dam diketies | o
L Surmt Penglnm Al dedi oy Taologie

2 Proviseh nam And
yamg dischuje olch iba kandue
€ Kutipes Akts Kelabire
4 Fotckops KK den KT syuh biclogs den
it by
3 Pangscaban Ansk 4 oo Pegesss ded BT den dikesbal
Lawah
b Kusipes Akta Krbabine
Fotidags Kisigun Akta Pevhawine
a Fuotukoogs KK
Foaukoogs KTV sl

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perubahan Jenis kelamin dilakukan dengan
cara: pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir
Pencatatan Peristiwa Lainnya dengan melampirkan
persyaratan kepada Instansi Pelaksana, Pejabat
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Pencatatan Sipil pada Instasni Pelaksana melakukan
verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa
penting lainnya, dan mencatat dalam register peristiwa
penting lainnya pada database kependudukan.
Pejabat pada Instansi Pelaksana membuat catatan
pinggir pada Rigester Akta Pencatatan Sipil
dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan
oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana
yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif
Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan
redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang,
dilakukan mengacu pada: dokumen autentik yang
menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil,
dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara;
mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan
akta catatan sipil dengan melampirkan dokumen
dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan
menunjukkan dokumen autentik yang menjadi
persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil. Pejabat
Pencatatan Sipil membuat akta baru untuk meng-
gantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat
kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta
mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
Pejabat pencatatan sipil membuat catatat pinggir
pada register akta pencatatan sipil yang dicabut
mengenai alasan penggatian dan pencabutan
akta pencatatan sipil.

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di-
lakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di-
lakukan dengan tata cara; membuat catatan pinggir
pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan
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mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai
dengan perintah putusan pengadilan.

Ruang Lingkup Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan bertujuan; (a) meningkatkan kualitas
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
(b) menyediakan data dan informasi skala nasional dan
daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan
mudah diakses, (c) mewujudkan pertukaran data secara
sistematik melalui sistem pengenal tunggal, dengan
tetap menjamin kerahasiaan.

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri
dari unsur; (1) database, (2) perangkat teknologi
informasi dan komunikasi, (3) sumber daya manusia,
(4) pemegang hak akses, (5) lokasi database, (6)
pengelolaan database, (7) pemeliharaan, pengamanan,
pengawasan database, serta data cadangan (back-up
data/disaster recovery centre).

Tanggapan Masyarakat Terhadap Implementasi
SIAK di Kota Banjarmasin

Masyarakat sebagai obyek atau kelompok sasaran
dari kebijakan tersebut juga membawa peranan penting
dalam proses implementasi kebijakan. Tanggapan
masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sangat
diperlukan dalam proses implementasi sebuah
kebijakan publik.

Hasil analis data tanggapan responden dari
masyarakat bahwa implementasi SIAK di Kota
Banjarmasin, sebanyak 74% masyarakat setuju,
hal ini dapat dilihat tabel 8.

Alasan setuju terhadap implementasi SIAK,
bahwa pelayanan admnistrasi kependudukan dengan
penerbitan KK, dan KTP dapat dilayani di Kantor
Kecamatan yaitu UPTD Dispencapil dan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
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Tabel 8. Pendapat Responden Tentang Implementasi

SIAK.

Ne  Alcmstiffewsb e B
1 Scwmn Y] %
2  KerangSetujn 7 6
3 Tidak Setujn 10 20%

Tumlsh 50 100

Pendapatan responden tentang kemudahan dalam
memperoleh pelayanan administrasi kependudukan
dengan sistem SIAK dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Pendapat Responden Tentang Kemudahan
Memperoleh Pelayanan.

No Abltermatif Iawaban Jumish  Prosemtase
1 Lebik Madah ) %
2 Lebih Solit 8 16%
7 Sama 0 0%
Jumilah 50 100

Tebel di atas memperlihatkan bahwa sebanyak
84% masyarakat lebih mudah untuk memperoleh
pelayanan adminstrasi kependudukan, sedangkan 16%.
Masyarakat yang berpendapat demikian adalah
masyarakat kesulitan dengan banyaknya prosedur
yang harus dilakukan mulai dari tigkat RT, pengesahan
di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, hal ini
dianggapnya berbelit-belit hanya untuk memperoleh
KK dan KTP.

Masalah lain yang dihadapi, masyarakat juga
dihadapkan pada biaya yang harus dikeluarkan.
Pendapat responden tentang biaya yang harus
dikeluarkan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Pendapat responden tentang biaya yang
harus dikeluarkan dalam memperoleh

pelayanan.
No Alvonatif Jawabun Jomlah Prosewtane
1 Loty Muhat 10 o0
2 Loctuil Musrah 16 2%
h J Sama 1 BY%
Jamlah 50 100

Berdasarkan data tabel diatas sebanyak 60%
masyarakat menyatakan bahwa biaya yang harus di-
keluarkan lebih mahal, hal ini disebabkan karena adanya
biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan seperti jauhnya
jarak tempuh tempat tinggal menuju ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga
memerlukan biaya transportasi.
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Keluhan masyarakat terhadap pelayanan
administrasi kependudukan tidak hanya menyangkut
birokrasi dan biaya yang harus dikeluarkan akan tetapi
juga berhubungan dengan waktu yang diperlukan.
Hal ini sesuai dengan pendapat responden seperti
yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Pendapat responden tentang waktu
pelayanan dokumen kependudukan

No Alcrmatif Jawaben Jumlah  Prosentase
1 Copat 15 0%
2 Lambat % %
’ Sangat Lasnbat 0 o
Twmbah 50 100

Berdasarkan data dari tabel di atas, sebanyak
70% responden menyatakan bahwa pelayanan, pener-
bitan dokumen kependudukan pada Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin lambat.
Keterlambatan pelayanan tersebut menurut Kepala
Dinas disebabkan kurangnya tenaga operator SIAK
yang ada, tidak seimbang dengan jumlah pemohon
baik pencatatan biodata penduduk, penertiban KK,
penertiban KTP maupun akta catatan sipil yang rata-
rata setiap harinya mencapai 300 sampai 400 orang.
Selanjutnya menurut Kepala Dinas guna mengatasi hal
tersebut, telah memohon kepada Badan Kepegawaian
Daerah untuk menambah jumlah personil operator
komputer dan untuk menghindari menumpuknya
permohonan, penyelesaiannya dikerjakan diluar jam dinas.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi
Kebijakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) di Kota Banjarmasin

Faktor Pendukung

a. Regulasi

Tahap pertama dalam pelaksanaan kebijakan
publik adalah adanya landasan hukum atau peraturan
perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai
acuan dalam implementasi kebijakan tersebut.
Kebijakan SIAK merupakan kebijakan pemerintah
pusat dan menurut peraturan perundang-undangan
yang ada harus dilaksanakan di daerah, oleh karena
itu diperlukan landasan hukum yang disesuaikan
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dengan kondisi daerah tertentu, sehubungan dengan
hal tersebut maka dalam rangka mengimplementasi-
kan kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Banjarmasin.
b. Penataan Kelembagaan
Salah satu bagian dalam mengimplementasi-
kan kebijakan yakni diperlukan badan atau organisasi
yang melaksanakan kebijakan tersebut. Organisasi
pelaksana kebijakan didesain dan disusun sedemikian
rupa sehingga mampu untuk melaksanakan dan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena
itu dalam mengimplementasikan kebijakan SIAK
di Kota Banjarmasin salah satu upaya yang telah
ditempuh dengan menata kelembagaan yaitu me-
lakukan perubahan organisasi perangkat daerah.
c. Penyedian Sarana dan Prasarana
Dukungan implementasi kebijakan SIAK
di Kota Banjarmasin yang berasal Kementerian
Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi
Kependudukan telah memberikan bantuan stimulasi
berupa sarana dan prasarana utama serta pendukung
SIAK yang anggarannya dari APBN Tahun 2007.
d. Dukungan Stakeholder
Dukungan stakeholder sebagai salah satu
kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan
dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik.
Adanya dukungan stakeholder akan mempermudah
atau mempelancar implementasi kebijakan publik.
Bentuk dukungan stakeholder pada implementasi
kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin baik dari
pihak legislatif maupun pihak eksekutif dalam
hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin.

Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia atau personil merupakan
sumber yang mempunyai peranan cukup penting
dalam pelaksanakaan implementasi kebijakan.
Personil ini meliputi tenaga operator komputer
dan petugas registrasi. Personil yang mempunyai
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tugas langsung dengan implementasi SIAK adalah
dibidang komputer yakni operator. Terbatasnya
jumlah operator komputer SIAK yang ada belum
mampu untuk melakukan pelayanan secara maksimal
Jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang
harus dilayani. Kemampuan dan keterampilan personil
dalam mengelola SIAK masih terbatas, karena
dari 8 (delapan) orang yang ada hanya 4 (empat)
orang yang pernah mendapatkan pelatihan teknis
dasar bidang pengelolaan SIAK.
b. Terbatasnya anggaran pelaksananan SIAK

Anggaran dalam suatu pelaksanakan kebijakan
merupakan hal yang sangat penting, begitu pun
juga dalam rangka pelaksanaan implementasi
kebijakan SIAK. Dari hasil wawancara Kepala
Bidang Kependudukan mengatakan bahwa anggaran
yang disediakan untuk pelaksanaan SIAK terus ber-
kurang yang berakibat pelaksanaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan kurang maksimal.

c. Penyediaan Sarana Pencatatan Administrasi
Kependudukan

Sarana pencatatan dan pelaporan administrasi
kependudukan seperti Buku harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi
Penduduk serta beberapa formulir dan register
belum tersedia baik ditingkat Rukun Tetangga (RT),
di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan,
oleh karena itu pelaksanaan penataan administrasi
kependudukan di tingkat bawah belum dapat
terlaksana sesuai dengan harapan.

d. Belum Tersedianya Jaringan Komunikasi Data
di Tingkat Kecamatan

Faktor penghambat yang mempengaruhi
implementasi kebijakan SIAK di Kota Banjarmasin
adalah belum tersedianya jaringan komunikasi
data antara kecamatan dan Kota, sehingga pelayanan
administrasi kependudukan khususnya pencatatan
biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan
KTP tidak bisa dilaksanakan di Kecamatan.

e. Kurang Pemahaman Masyarakat Terhadap
Pentingnya Administrasi Kependudukan

Faktor lainnya yang mempengaruhi
implementasi  kebijakan ~ SIAK  adalah
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya administrasi kependudukan.
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Berdasarkan hasil analisis implementasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banjarmasin adalah merupakan suatu kebijakan yang
dapat menimbulkan masalah karena kebijakan SIAK
ini merupakan kebijakan baru yang cenderung sulit
dilaksanakan hal ini dikarenakan harus dirumuskan
program-program baru karena program lama sudah
tidak sesual, disamping itu juga perlu disiapkan sumber-
sumber baru yang dapat digunakan untuk mengimple-
mentasikan kebijakan tersebut baik sumber daya manusia,
dana maupun sarana dan prasarana yang digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil Sipil Kota Banjarmasin
dengan kebijakan yang telah diterapkan, sumber daya
manusia, perangkat teknologi dan informasi, sarana
dan prasarana yang tersedia dan tanggapan responden
telah berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa
hal yang menghambat pelaksanaan tersebut.

Faktor penghambat meliputi terbatas sumber
daya manusia, terbatasnya anggaran SIAK, belum
tersedianya sarana pencatatan dan pelaporan, belum
tersedianya jaringan komunikasi data di kecamatan,
dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya administrasi kependudukan.

Pemko Banjarmasin melalui Dinas terkait
memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia,
perangkat teknologi dan informasi, sarana dan
prasarana untuk memberikan pelayanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat yang lebih baik.

DPRD dapat meningkatkan dana operasional
SIAK yang lebih maksimal dan melakukan sosialisasi
Perda Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta sosialisasi
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil agar diketahui
oleh masyarakat.
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